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ABSTRAK

Judul : KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PURWOREJO

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan diversi
sebagai penyelesaian kasus pada anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Purworejo.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan diversi terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Purworejo?; Bagaimanakah efektivitas penerapan kebijakan diversi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum terkait dengan adanya pengulangan tindak pidana
tersebut?

Penelitian ini termasuk ke dalam penetilian hukum normative-empiris. Bahan
hukum diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara terhadap
penyidik unit PPA Kepolisian Resort Purworejo, penuntut umum KEJAKSAAN
Negeri Purworejo, dan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Purworejo. Hasil dari
penelitian tersebut disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan diversi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo dalam
menyelesaikan perkara anak di wilayah tersebut telah berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pada
proses peradilan. Pada masing-masing tingkatan telah diupayakan diversi bagi
kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang memenubhi syarat diversi.
Keefektivan dari penerapan kebijakan diversi ini tidak berlaku bagi residivis atau
pengulangan tindak pidana, dikarenakan bagi residivis tidak bisa diupayakan
diversi.

Penelitian ini merekomendasikan kepada para penegak hukum di wilayah
Pengadilan Negeri Purworejo untuk tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan juga untuk memperhatikan fasilitas sarana dan
prasarana yang digunakan untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan
hukum.

Kata kunci (keywords) : Diversi, anak yang berhadapan dengan hukum, sistem
peradilan pidana anak, penyidik PPA, penuntut umum, persidangan, asas
restorative justice
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan
bimbingan dan pembinaan ketika seorang anak berada pada situasi yang
menyebabkan mereka harus berhadapan dengan hukum.! Meski demikian,
anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum dengan cara
memasukkannya ke dalam penjara.

Diversi merupakan suatu cara yang dapat digunakan dalam
penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan
hukum. Diversi adalah bentuk dari keadilan restoratif yang mengedepankan
pembinaan dan bukan pembalasan akibat dari suatu perbuatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyatakan Diversi
adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
pidana di luar proses peradilan pidana, dengan ketentuan ancaman pidana
dari perbuatan tersebut adalah tidak lebih dari 7 tahun dan perbuatan tindak
pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini
berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Tujuan diadakannya Diversi tersebut yakni agar tercipta suatu

penyelesaian perkara di luar peradilan, pihak-pihak yang terlibat dapat

1 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, him. 1.



berdamai, anak yang berhadapan dengan hukum terhindar dari perampasan
kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta
menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Diversi tersebut dilakukan melalui pendekatan keadilan restorative
justice, yakni bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Hasil dari kesepakatan diversi tersebut dapat berupa kesepakatan
damai yakni apabila sepakat damai, maka harus menerbitkan pemberitahuan
penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penghentian
pemeriksaan. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses
pemeriksaan akan dilanjutkan.

Diversi diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sejak
awal perkara tersebut diperiksa hingga sampai pada perkara tersebut
disidangkan, yakni dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

Diversi dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah
haluan yang sedang ditempuh atau mengubah tujuan atau mengubah
kegunaan sesuatu yang biasanya digunakan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan
berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa, karena apabila

diperlakukan sama, maka hal tersebut dapat berdampak pada psikis anak

2 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Yogyakarta, Nusa Media
Yogyakarta, 2017, him. 44.



yang berhadapan dengan hukum serta berpengaruh terhadap perkembangan

mental anak tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem
peradilan pidana anak meliputi:®
a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak anak yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang tersebut.

b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
wajib diupayakan diversi.

Sistem peradilan pidana anak ini wajib diupayakan dan wajib
menggunakan pendekatan keadilan restoratif.*

Pemeriksaan pada anak yang berhadapan dengan hukum
diperlakukan secara khusus baik dalam hukum acaranya maupun dalam
peradilannya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa mereka adalah seorang
anak yang harus diperhatikan mengenai sifat dan keadaan psikologisnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses diversi antara

lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab, penghindaran

3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Yogyakarta, Nusa Media
Yogyakarta, 2017.



stigma negatif terhadap anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan
dalam masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.®
Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mempertimbangkan
kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hasil penelitian
kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.
Ditinjau dari aspek yuridis, anak lazim diartikan sebagai orang yang belum
dewasa, orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur, atau disebut
juga sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.
Melansir data Kejaksaan Purworejo periode 2016 sampai 2020 ada
52 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diupayakan diversi.
Data anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diantaranya karena

kasus pencurian, tindakan asusila, penganiayaan, dan kasus perundungan.

Tahun Jumlah Kasus
2016 16
2017 9
2018 6
2019 12
2020 9

5 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2005, him. 3.



Dari data tersebut diatas jumlah kasus perkara yang dihadapi oleh
anak yang masuk pada kejaksaan setiap tahunnya jumlahnya berbeda-beda.®

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti
bagaimana proses penegakan kebijakan diversi bagi anak yang berhadapan
dengan hukum dan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan
kebijakan diversi tersebut serta keefektifan dari adanya kebijakan tersebut
terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Maka penulis
tertarik untuk mengangkat judul tentang ” KEBIJAKAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI

WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan kebijakan diversi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum terkait dengan adanya pengulangan

tindak pidana tersebut?

® Data dari Kejaksaan Negeri Purworejo.



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam
permasalahan yang akan diteliti adalah :

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan
bagaimana proses menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum dan
memberikan pemahaman bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana
yang dilakukan oleh anak berbeda dengan proses penyelesaian perkara
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan atas penerapan kebijakan

diversi tersebut.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat untuk Peneliti :
Manfaat penelitian bagi peneliti yakni sebagai salah satu cara untuk
mempelajari suatu ilmu mengenai proses penerapan diversi.
Untuk mengetahui apakah dengan penerapan kebijakan diversi tersebut
efektif dalam memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya

pengulangan tindak pidana tersebut.

Manfaat untuk Masyarakat :
Manfaat penelitian bagi masyarakat yakni dapat memberikan

pemahaman hukum kaitannya dengan proses peradilan anak.



E. Orisinalitas penelitian
Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya dari penulis
sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika
dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Sejauh ini sudah terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian

yang akan diteliti oleh penulis. Berikut adalah beberapa contohnya :

Judul Penulis Keterangan
Implementasi Diversi Inti dari skripsi tersebut
Sebagai Penyelesaian berisikan rumusan
Kasus Anak Pada Tahap | Ikhlasul Akmal Aulawi | masalah berkaitan
Penyidikan Di Kepolisian dengan penerapan diversi
Resort Klaten pada tahap penyidikan.
Perlindungan Hukum Inti pada skripsi ini berisi
Terhadap Hak Anak Yang rumusan masalah berupa
Berhadapan Dengan hak-hak  baik  yang
Hukum  Menggunakan dimiliki oleh anak yang
Mekanisme Diversi | Ahyani Lutfiana Sari berkonflik dengan
Dengan Pendekatan hukum maupun anak
Restorative Justice Pada korban.

Tahap Penyidikan Di
Yogyakarta

F. Teori Konseptual
Berupa penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang
berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul
penelitian, dan atau rumusan masalah, yaitu:

1. Teori Diversi



Diversi adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara dari
pengadilan ke proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.” Diversi
tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah haluan
yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan, atau
mengubah kegunaan yang biasanya digunakan.
Diversi diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sejak
awal perkara tersebut diperiksa hingga sampai pada perkara tersebut
disidangkan, yakni dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

2. Teori Efektivitas
Efektivitas dalam hal ini berkaitan dengan adanya tindak pidana
pengulangan yang dilakukan oleh anak yang pernah berhadapan dengan
hukum, dengan kata lain mengetahui apakah dengan penerapan
kebijakan diversi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku
secara maksimal atau belum.

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
Mengatur tentang proses peradilan anak yang berhadapan dengan
hukum yang dalam pemeriksaannya didampingi oleh wali.
Dalam hal anak belum berusia 12 tahun, maka penyidik atau

pembimbing kemasyarakatan dapat mengambil keputusan untuk

7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi.



menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau diserahkan kepada
lembaga kesejahteraan sosial untuk dibina.®
4. Proses Pemeriksaan Anak

Pejabat yang berwenang tidak memakai toga atau atribut kedinasan,
anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi ketika dalam
pemeriksaan maupun dalam proses peradilan, anak yang berkonflik
dengan hukum dapat dilakukan penahanan dengan syarat anak tersebut
berumur 14 tahun atau lebih dan ancaman pidana akibat perbuatan
tersebut lebih dari 7 tahun.®

Penahanan yang dilakukan proses dan waktu penahanannya berbeda
antara penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dengan
penahanan terhadap orang dewasa. Untuk anak yang berhadapan dengan
hukum penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 7 hari dan dapat
dilakukan perpanjangan selama 8 hari, oleh penuntut umum selama 5

hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 5 hari, oleh hakim selama

10 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 15 hari.

G. Metode Penelitian
1. Objek penelitian
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan objek-objek sebagai
berikut :
a. Penerapan Kebijakan Diversi dalam menangani anak yang
berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Purworejo

8 pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
® Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



b. Hasil dari penerapan kebijakan diversi dalam menangani kasus anak
yang berhadapan dengan hukum serta hambatan dalam proses

diversi tersebut.

2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memberikan
informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti.
Subjek penelitian dalam masalah ini yaitu :
a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo
- Iptu Diyah Ida Ayu Nursanti, SH. Selaku Kanit Perlindungan
Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo.
- Iptu Widodo, SH. Selaku Penyidik Kepolisian Resort Purworejo.
b. Kejaksaan Negeri Purworejo
- Widi Astuti, SH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
- Purwaningsish, SH.,MH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
- Masruri Abdul Aziz, SH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
- Esa Setyaningrum, SH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
- Arti Budiani, SH. Selaku staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Purworejo.
- Abdul Hakim Suryo Hanggarjito, SH. Selaku pengawal tahanan
Kejaksaan Negeri Purworejo.

c. Pengadilan Negeri Purworejo
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- Samsumar Hidayat, SH.,MH. Selaku Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Purworejo.

3. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara
meneliti langsung praktik pelaksanaan diversi di Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan
Negeri Purworejo, dan Pengadilan Negeri Purworejo dengan menggunakan
objek kajian berupa wawancara dan mengkaji baik berupa peraturan-
peraturan, buku, dan jurnal yang memiliki hubungan dengan pembahasan

masalah.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui
studi lapangan, yakni dengan pengumpulan bahan hukum dengan
melakukan penelitian langsung dengan mempelajari dan mengkaji

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

a. Bahan hukum primer dilakukan dengan cara :

1) Wawancara
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Teknik mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada ahli yang
berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh bahan hukum
yang diperlukan, yaitu kepada unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan Negeri
Purworejo, serta Hakim Pengadilan Negeri Purworejo.

b. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara :

1) Studi pustaka yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan
dengan permasalahan peneliti.

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam
penelitian ini terdiri dari :

a) Pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

b) Implementasi dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
tersebut di atas;

c) Implementasi dari Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode analisis

deskriptif kualitatif, yaitu mengungkap fakta-fakta yang terjadi saat
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penelitian berjalan yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu
pada analisis bahan hukum tersebut. Bahan hukum yang diperoleh berasal

dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang.
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BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DAN DIVERSI

A. Tinjauan Umum tentang Anak
1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap
makhluk-Nya, untuk itu anak merupakan sebuah anugerah bagi setiap manusia.
Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu dididik dan dibina sesuai
akhlak, moral, dan pendidikan yang benar. Anak secara nasional dapat diartikan
dengan berbagai pengertian diantaranya pengertian anak didasarkan pada batas usia
anak menurut hukum.

Ditinjau dari aspek yuridis hukum pidana di Indonesia, pengertian anak
yaitu sebagai orang yang belum dewasa (person under age), orang yang dibawah
umur, atau dapat juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali.

Ditinjau dari aspek hukum Islam, yang dikatakan sebagai anak yakni ketika
anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang ada pada orang dewasa, yakni
seperti perubahan pada fisik tubuh, semisal tumbuhnya jakun, tumbuh kumis, dan
sudah akhil baligh.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan
perbuatan tindak pidana yang dimana akibat dari perbuatan tersebut telah

menimbulkan kerugian ataupun menimbulkan korban.
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Anak dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak

yang belum berusia 18 tahun ketika melakukan tindak pidana tersebut.

2. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak didefinisikan sebagai sifat khas pada periode remaja yang
terabaikan, dalam kata lain sifat tersebut dapat diartikan sebagai sifat yang jahat,a-
sosial, criminal, pelanggar aturan, dan sebagainya.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing yaitu juvenile delinquency.
Juvenile diartikan sebagai anak-anak, anak muda, karakteristik pada masa remaja.
Delinquency didefinisikan sebagai doing wrong atau dapat diartikan sebagai
perilaku yang menyimpang, jahat, criminal, pelanggar aturan.°

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kenakalan
ialah suatu perbuatan nakal atau tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma
yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan pengertian anak menurut KBBI

adalah manusia yang masih kecil.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi
pendekatan untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan

baik, baik secara mental maupun secara psikis.

10 Wagiati Soetedjo, dkk, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama,2013, him.8.
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Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan
bertanggung jawab maka diperlukan adanya peraturan hukum yang selaras dengan
perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan
UUD 1945.

Deklarasi umum tentang Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM)
merupakan instrumen internasional dibidang HAM yang memiliki sifat universal,
dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat
manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian, sudah pasti pemenuhannya tidak
ditemukan oleh batas usia.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM)
menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari
masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan
perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa,
terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.!?

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

1 1bid, him.49.
12 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, him. 11.
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Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa kedudukan

dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih

lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.?

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menentukan bahwa prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi prinsip non

diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan penjelasan

sebagai berikut :

a.

Non diskriminasi

Dalam prinsip tersebut terkandung makna bahwa setiap anak harus
diberlakukan sama dengan tidak ada perbedaan.

Kepentingan terbaik bagi anak

Maksud dari kepentingan terbaik bagi anak ialah dalam semua tindakan
yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan
legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak
harus menjadi pertimbangan utama.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang
dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-

hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

13 1bid, him.12.
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pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang

mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak-hak

terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

yaitu:

®o0o

—h

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya;

Dipisahkan dari orang dewasa;

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
Melakukan kegiatan rekreasional;

Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir

dan dalam waktu yang paling singkat;

. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

I. Tidak dipublikasikan identitasnya;

[S—

°e=23 -

Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya
oleh anak;

Memperoleh advokasi sosial;

Memperoleh kehidupan pribadi;

. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikatakan

bahwa pemberian hak terhadap anak tersebut untuk memberikan jaminan hukum

sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi,
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prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.'*

Hal terpenting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini
adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak
anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan

bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.®®

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana atau “criminal justice system” saat ini sudah
menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan
kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.*®

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari sistem
perundang-undangan sebagai dasar pengaturan sistem peradilan, baik hukum
pidana secara materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan hukum acara pidana secara formil yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, dalam proses peradilan pidana anak telah diatur tersendiri
dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012.

14 M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk...,Op.Cit, him.150.
15 1bid,
16 Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Media Grup, 2011, him. 2.
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Menurut KUHP maupun menurut KUHAP, pengaturan mengenai
penanggulangan kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif
(menghukum), dalam KUHAP tidak dikenal diskresi dan diversi. Sebagaimana
konsep Restoratif Justice yang sedang dikembangkan UNICEF di seluruh dunia.'’

Diversi yang didasarkan pada diskresi dari penegak hukum adalah
melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan

terbaik bagi anak'®.

2. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Terdapat beberapa bentuk dan fungsi sistem peradilan pidana sebagaimana
yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Bentuk sistem peradilan pidana tersebut
yaitu Sistem Inquisitoir dan Sistem Aquisatoir.*®

Sistem inquisitoir dan sistem aquisatoir memiliki pengertian yang berbeda.
Sistem Inquisitor adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia, tidak
banyak yang mengetahui kapan dan dalam hal apa pemeriksaan itu dilakukan.

Para petugas hukum dalam upaya mengungkap suatu kejahatan,
kegiatannya direncanakan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam hal itu
dilakukan sendiri dengan pencermatan dan pengawasan yang ketat.

Pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dan dilakukan pada tempat

tertentu yang tidak ada orang selain petugas dan orang yang menjadi objek

17 Wagiati Soetedjo, dkk, Hukum Pidana....,Op.Cit, him. 135.
18 |bid.
19 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, Ull Press, 2011, him.47.
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pemeriksaan. Sehingga orang yang menjadi objek pemeriksaan tersebut tidak
memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya.?°

Tujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut adalah untuk mendapatkan
pengakuan (confession) bahwa benar ia telah melakukan sebuah perbuatan yang
diduga merupakan suatu criminal.

Sementara itu yang dimaksud dengan sistem Aqusatoir adalah pemeriksaan
yang dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses
peradilan yang dilakukan pada semua tingkatan.

Jadi, dalam pemeriksaan ini orang yang menjadi objek pemeriksaan
mendapatkan hak-haknya dengan didampingi dan dibela oleh penasihat hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan
aqusatoir sejalan dengan keadilan restorasi pada penanganan kasus anak yang
berhadapan dengan hukum, karena telah melibatkan semua pihak untuk bersama-
sama memecahkan permasalahan secara kekeluargaan.

Menurut Rusli Muhammad fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Fungsi Preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai
lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu
kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem
peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya
pencegahan kejahatan.

2. Fungsi Represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga
penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku

kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara
pidana, dan pelaksanaan pidana.

20 1bid, him. 48.
1 1bid, him. 50.
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Muladi juga berpendapat bahwa, sistem peradilan pidana mempunyai
fungsional ganda yakni, di satu sisi berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk
menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (crime containment
system).

Sementara, dari sisi lain hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk
pencegahan sekunder (secondary prevention), yakni mengurangi kejahatan di
kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang
bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan, dan

pelaksanaan pidana.

3 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem peradilan yang pada
hakikatnya terdapat kesamaan dengan sistem peradilan pada umumnya.

Sistem peradilan pidana anak bersifat integral, menyatu, dan berkorelasi
dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, yakni terhubung dengan
sejumlah institusi pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasihat
hukum, Lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan Lembaga-lembaga
pembinaan anak.

Dengan demikian sistem peradilan pidana anak memberikan suatu definisi
berupa keseluruhan proses peradilan guna menyelesaikan kasus anak yang

berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
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pemeriksaan di pengadilan, putusan sampai dengan tahap pembinaan atau

pembimbingan setelah menjalani pidana.

4  Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa asas dalam peradilan pidana anak.
Asas-asas tersebut adalah perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan
terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional;
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
penghindaran pembalasan. Adapun kesepuluh asas tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut.

Pertama, mengenai perlindungan. Berdasarkan asas ini dimaksudkan untuk
memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum. Asas perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang sifatnya
langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik
dan/atau psikis.

Kedua, mengenai keadilan. Berdasarkan asas ini menentukan bahwa setiap
penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua
pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak

dari proses peradilan sehingga dapat terhindar stigmatisasi terhadap anak yang
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berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan
sosial yang wajar. Dalam hal ini proses peradilan anak mulai dari penyelidikan
sampai nanti pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat yang khusus menangani
masalah anak.

Ketiga, mengenai asas non diskriminasi. Maksud dalam asas tersebut adalah
tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, ras, agama, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta
kondisi fisik dan/atau mental anak tersebut.

Keempat, mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Asas tersebut
menandakan bahwa segala tindakan dan pengambilan segala keputusan yang
menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun
pemangku hukum, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak harus selalu menjadi
pertimbangan dasar yang paling utama.

Kelima, mengenai penghargaan terhadap anak. Menurut asas tersebut,
memberikan kebebasan terhadap anak untuk mengembangkan Kkreatifitas dan
intelektualitas anak tersebut.

Keenam, mengenai kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,
dan orang tua.

Ketujuh, mengenai pembinaan dan pembimbingan anak. Maksud dari
pembinaan anak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan jasmani dan rohani anak baik

24



didalam maupun diluar proses peradilan pidana anak. Asas selanjutnya adalah
pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,
profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani anak yang berhadapan dengan
hukum tersebut.

Kedelapan, mengenai proporsional. Proporsional adalah segala perlakuan
terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak
yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar
seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi
mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Kesembilan, mengenai perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
upaya terakhir. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya hukum terakhir yang
dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak apabila terpaksa untuk kepentingan
penyelesaian perkara.

Kesepuluh, mengenai penghindaran pembalasan. Semua pihak yang terlibat
dalam kasus anak baik dari orang tua/wali anak atau keluarganya, orang tua/wali
anak korban atau keluarga dan masyarakat, dalam mencari solusi untuk
memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan

dalam proses peradilan pidana.
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C. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat.?? Oleh karena itu perlu
dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anka melalui
penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Penyelenggaraan sistem peradilan
pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak,
namun lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut
sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan
hukum.

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak ini, proses
pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, dengan
menerapkan aspek pembinaan dan perlindungan didasarkan pada prinsip
kepentingan anak, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak terus
bermunculan. Berbagai kalangan menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem
peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk
mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan dari anak tersebut. Proses
peradilan bagi anak dapat menimbulkan efek negatif bagi anak yang berhadapan
dengan hukum tersebut. Pidana penjara bagi anak membawa kecenderungan

dampak negatif bagi berkembangan psikis anak tersebut. Efek negatif akibat dari

22 |_jhat data dari Kejaksaan Negeri Purworejo.
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proses peradilan anak, yaitu efek yang ditimbulkan sebelum persidangan, selama
persidangan, dan sesudah persidangan.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif dari proses peradilan pidana
terhadap anak, yakni dengan memeberikan kewenangan terhadap aparat penegak
hukum untuk mengambil kebijakan dalam menangani masalah anak yang
berhadapan dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal, yakni dengan
menghentikan proses peradilan dengan mengembalikan atau menyerahkan kepada
masyarakat atau dengan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. Tindakan inilah
yang disebut sebagai diversi.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa
diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke
proses di luar peradilan pidana.

Istilah diversi di Indonesia pernah dimunculkan dalam perumusan hasil
seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.

Berdasarkan hasil perumusan seminar tentang hal-hal yang disepakati
tersebut, antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim untuk menghentikan atau
mengalihkan (tidak meneruskan) pemeriksaan suatu perkara dan pemeriksaan

terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka persidangan.?®

3 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Dikutip dari Rusli Muhammad, Hukum
Peradilan Anak Dan Praktik Diversi Di Indonesia, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2016,
him. 19.
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2. Proses Diversi

Diversi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: Diversi Peringatan, Diversi
Informal, dan Diversi Formal. Adapun ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai
berikut.

Pertama, mengenai jenis diversi peringatan. Diversi dalam bentuk
peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran yang ringan. Sebagai bagian
dari peringatan, pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi akan mencatat
detil setiap kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor kepolisian.

Kedua, diversi informal. Diversi ini diterapkan pada pelanggaran ringan di
mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada
pelaku.

Dalam diversi informal pihak korban harus dilibatkan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk memastikan keinginan dari pihak korban. Diversi
informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya.

Rencana diversi informal ini anak akan betanggungjawab, mengakui
kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta
bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Anak juga dididik untuk mengetahui
kesalahannya dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah ia perbuat,
sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Ketiga, mengenai jenis diversi formal. Dalam diversi ini dapat dilakukan
ketika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi

peradilan. Dihadiri oleh anggota keluarga lainnya untuk mendiskusikan dan
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menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak
akibat perbuatan tersebut.

Proses diversi formal menempatkan korban dan pelaku bertatap muka secara
langsung. Hal ini secara internasional disebut sebagai “Restoratif Justice” atau
keadilan restoratif.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa
penggolongan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dapat digolongkan dalam 2 (dua) katagori yaitu
diversi katagori tindak pidana dan diversi katagori umur anak?,

Pertama, pada diversi katagori tindak pidana, dapat dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Ancaman pidana dalam katagori ini
penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu
penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku atau korban yang terkait bersama-sama untuk mencari
penyelesaian yang mencerminkan keadilan dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan semata-mata sebagai pembalasan.

Kedua, pada diversi kategori berdasarkan umur anak, dapat dibagi menjadi
2 (dua) macam. Yaitu diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas)
tahun; dan diversi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun.

Diversi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun,

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) a dan b yaitu meliputi :

24 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, Ull Press, 2011.
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a) Menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau wali;
atau

b) Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan,
pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau
LPKS untuk jangka waktu paling lama enam bulan.

Selanjutnya, diversi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertama, apabila tindak pidananya
berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai
kerugian korban tidak lebih besar dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kemudian yang kedua, yaitu apabila tindak pidananya berupa tindak pidana
lainnya.

Apabila dalam hal tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana
ringan, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

(b)Rehabilitasi medis dan psikososial;

(c)Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

(d)Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan

atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

(e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), kesepakatan (musyawarah) Diversi dapat
dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing
kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Diversi ini tidak harus
mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban, serta kesediaan anak
(pelaku) dan keluarganya.

Apabila dalam hal tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya, maka

bentuk kesepakatan diversinya yaitu:

(a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
(b)Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
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(c)Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan

atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

(d)Pelayanan masyarakat.

Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak (pelaku) dan
orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan
restoratif.

Apabila diperlukan, dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial, dan/atau

masyarakat. Diversi dalam hal ini harus mendapat persetujuan korban dan/atau

keluarga anak korban, serta kesediaan anak (pelaku) dan keluarganya.

3. Pandangan Islam Tentang Diversi

Dalam hukum pidana Islam, setidaknya ada lima kepentingan pokok yang
menjadi titik tolak setiap pengaturan hukum. Artinya, dalam hukum pidana Islam
mengenai apapun yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, hadist, qonun
(perundang-undangan), maupun yang akan ditetapkan sebagai respon yuridis
terhadap problem-problem baru yang muncul, harus bersifat mendukung terhadap
terwujudnya kelima kepentingan itu.

Kelima kepentingan pokok tersebut adalah?® :

a. Terpeliharanya masalah eksistensi agama;

b. Terjaminnya hak hidup manusia;

% Tongat, Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM Press, 2012,
him. 100.
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c. Terjaganya masalah hak milik (harta);
d. Terjaganya kesucian akal;

e. Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia.

Pandangan bahwa Islam menekankan penyelesaian perkara pidana di luar
mekanisme peradilan, dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur’an yakni
konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Qur’an Surat al-Hujurat
ayat 9:

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu
kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil;
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Hal tersebut terdapat dalam hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Artinya: Dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah
bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk
mendamaikan mereka.

Hadist tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan
pelanggaran hukum dalam bentuk apapun dapat diselesaikan melalui mekanisme
lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa.

Dalam Islam dikenal istilah Mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani

hukuman. Syarat mukallaf yakni baligh dan berakal. Dalam Islam, untuk anak-anak
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yang belum baligh hendaknya tetap diperintahkan untuk taat terhadap aturan agama
dan mematuhi larangan yang terdapat dalam aturan tersebut setelah mencapai usia
tamyis. Usia tamyis yakni yakni Ketika anak telah memiliki daya pikir.

Jarimah yakni larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman
atau ta’zir. Hukuman dari jarimah tersebut menjadi hak Allah dan hak manusia,
seperti pembunuhan dan penganiayaan, itulah yang kemudian disebut dengan
jarimah qisos-diyat.

Hukuman gisas yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya,
sedangkan hukuman diyat yakni dengan membayar denda yang telah ditentukan.
Meskipun diyat merupakan hukuman, tetapi yang menerima diyat tersebut
bukanlah negara, akan tetapi korban dari Tindakan tersebut.

Hukuman gisas bisa dihapuskan dengan syarat apabila tempat untuk digisas
hilang, pemaafan, perdamaian, dan diwariskan hak gisas.

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta’zir.

Konsep  pemidanaan anak tetap  berpatokan pada  kriteria
pertanggungjawaban pidana (al-mas’uli-yah al-jinaiyyah) yaitu: adanya perbuatan
yang dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat
perbuatan yang dikerjakannya. Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi
dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan

(ikrah), mabuk, gila dan belum dewasa.?®

% https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7790/4701, diakses pada 20
Oktober 2020, pukul 13.30 WIB.

33


https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7790/4701

Sesuai dengan Hadist yang tertera diatas, maka ketika menghadapi kasus
anak yang berhadapan dengan hukum, para penegak hukum yang menanganinya
wajib setiap saat untuk menawarkan opsi diversi, yakni dengan menawarkan untuk
melakukan penyelesaian kasus tersebut dengan jalan diluar proses peradilan, yakni
dengan melakukan musyawarah oleh para pihak. Hal tersebut guna untuk
kemaslahatan sang anak, sesuai dengan yang tertera dalam Hadist tersebut bahwa
dalam Islam mengenal alasan pemaaf dalam konsep pemidanaan terhadap anak atau
yang belum dewasa.

Dalam pelaksanaan diversi tersebut selalu mengedepankan prinsip
restorative justice, yakni prinsip yang mengacu pada pengembalian pada keadaan
semula atau seperti keadaan sebelum terjadinya tindak kejahatan tersebut, jadi
dalam pelaksanaan diversi ini bertujuan untuk mengembalikan seperti keadaan
semula, dan bukan untuk pembalasan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.

Restorative justice begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan
generasi penerus bangsa. Penerapan restorative justice pada anak dapat
memberikan perlindungan, khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa
anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat restorative justice dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan

relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif.
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BAB |11
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN

NEGERI PURWOREJO

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan Negeri
Purworejo, Dan Pengadilan Negeri Purworejo
1. Kepolisian Resort Purworejo
Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang
berperan menjaga ketertiban, keamanan, menegakkan hukum,

memberikan perlindungan, pengayoman, serta memberikan pelayanan
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kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan negeri ini.
Kepolisian Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang Kapolri yang
ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdiri dari beberapa
Kepolisian Daerah (Polda) yang berada di setiap Provinsi di Indonesia.
Salah satunya yakni Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yang
memiliki jajaran Kepolisian Resort (Polres) yang berada di setiap
Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

Kepolisian Resort Purworejo (Polres Purworejo) merupakan suatu
instansi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah jajaran
Polda Jawa Tengah.

Kepolisian Resort Purworejo sebagai institusi penegak hukum yang
memiliki cakupan wilayah hukum yang cukup luas. Polres Purworejo
memiliki 16 jajaran Kepolisian Sektor (Polsek), yakni Polsek Purworejo
Kota, Polsek Kutoarjo, Polsek Kemiri, Polsek Butuh, Polsek Bayan,
Polsek Bruno, polsek Pituruh, Polsek Gebang, Polsek Bener, Polsek
Loano, Polsek Kaligesing, Polsek Bagelen, Polsek Purwodadi, Polsek
Ngombol, Polsek Grabag, Polsek Banyuurip.?’

Kepolisian Resort Purworejo memiliki 4 (empat) unit, yakni Unit
Satu merupakan Tipidum, yaitu unit tindak pidana umum; Unit Dua
merupakan unit tindak pidana korupsi; Unit Tiga merupakan Tipiter,

yaitu unit tindak pidana tertentu; Unit Empat merupakan PPA, yaitu unit

27 Wawancara dengan Iptu Widodo, Di Kepolisian Resort Purworejo
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Perlindungan Perempuan dan Anak. Iptu Widodo menuturkan bahwa
letak ruangan dari Unit Satu sampai Unit Empat letaknya berurutan dari
utara ke selatan setelah dilakukan renovasi ruangan.?

Dalam unit PPA ini terdapat 7 (tujuh) anggota didalamnya. Kami
membuka pelayanan setiap hari, yakni dari Senin sampai Minggu.
Untuk jadwal piket selama 4 (empat) hari dalam seminggu, jadi apabila
ada kasus masuk ketika bukan pada hari piket, maka akan diterima oleh
salah satu staff yang ada.?

Pada tahap penyidikan ini selalu kami upayakan untuk menerapkan
kebijakan diversi ini dengan syarat kasusnya harus memenuhi syarat
diversi.

Ketika ada kasus masuk yang wajib diupayakan diversi, kami
pertama-tama melakukan pemeriksaan terhadap pelapor terlebih dahulu,
kemudian baru ke tahap selanjutnya memeriksa terlapor dan para saksi,
jangan lupa karena ini kasus melibatkan anak, maka ketika pemeriksaan
dilakukan wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang
mana nantinya akan melakukan observasi terhadap terlapor ini yang
mana hasil oservasinya akan disampaikan kepada penyidik untuk
kepentingan pemeriksaan dan juga menentukan apakah kasus ini

termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan.

28 Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo
29 Wawancara dengan Iptu Diyah Ayu Nursanti, SH , di Polres Purworejo
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2. Kejaksaan Negeri Purworejo

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan

tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas

dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak

pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain

berdasarkan Undang-Undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut

diselenggarakan oleh:

Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia.
Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang
merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab
tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan
tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung
diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin
oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan
penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan

Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang
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merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang
memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang

kejaksaan di daerah hukumnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30,% yaitu:

a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan
wewenang  yakni, melakukan penuntutan;
melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan  pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan bersyarat; melaksanakan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas
perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan

dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam

30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30.
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maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama
negara atau pemerintah

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,
Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
Peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat;
pengamanan  kebijakan  penegakan  hukum;
pengamanan peredaran barang cetakan; pengawasan
aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan
dan/atau  penodaan agama; penelitian dan

pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang
terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang
layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan
oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya
sendiri®!. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut
menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-
undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan

undang-undang®.

31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 31
32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 32
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Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan
penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya®3.
Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya®*.

Tri Krama Adhyaksa, adalah doktrin Kejaksaan Indonesia yang
terdiri dari Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur,
baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga,
maupun kepada sesama manusia; Adhi, yang artinya kesempurnaan dalam
bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia’

Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah.

Dalam Kejaksaan Negeri Purworejo, terbagi dalam beberapa
bidang, yakni bidang Pidana Umum (Pidum), bidang Pidana Khusus
(Pidsus), bidang Inteligen (Intel), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
(Datun), bidang Barang Bukti (BB), yang masing-masing bidang dipimpin

oleh Kepala Seksi (Kasi).

3. Pengadilan Negeri Purworejo
Menurut Soedikno Mertokusumo, salah satu unsur untuk

menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat

33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 33
34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 34
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adalah penegakan hukum atau peradilan yang mandiri, bebas, konsisten
dalam melaksanakan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi
pelanggaran hukum oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.

Pengadilan Negeri terletak di ibukota kabupaten atau Kkota.
Pengadilan Negeri Purworejo merupakan pengadilan negeri kelas 1B,
beralamat di Jalan Tentara Pelajar KM 04, Purworejo, Jawa Tengah.

Sebagai pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan negeri berfungsi
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara
perdata bagi masyarakat. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua
Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Anggota,
Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Panitera adalah pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim

dalam proses persidangan.

. Pelaksanaan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum Di Wilayah Pengadilan Negeri Purworejo

Kepolisian Resort Purworejo dalam menangani kasus anak yang
berhadapan dengan hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jadi dalam menangani
kasus tersebut kami mengacu pada aturan yang tertera dalam UU No. 11
Tahun 2012 tersebut.

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum

tersebut, Iptu Widodo menuturkan bahwa ada yang wajib diupayakan
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diversi dan ada yang tidak wajib tetapi boleh diupayakan diversi. Kategori
kasus anak yang wajib diupayakan diversi yakni kasus anak yang
berhadapan dengan hukum dengan kategori tindak pidana ringan seperti
dalam kasus pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP, penganiayaan
sesuai Pasal 351 KUHP, dan tindak pidana ringan lainnya yang mana sesuai
dengan aturan ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun.*

Sedangkan untuk yang tidak wajib (boleh dilakukan, boleh tidak
dilakukan) diversi yaitu kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang
merupakan residivis atau merupakan pengulangan tindak pidana, tindak
pidana berat seperti pembunuhan, serta tindak pidana yang ancaman
pidananya lebih dari 7 tahun.®

Untuk kasus Narkotika yang mana dilakukuan oleh anak, ada dua
versi, versi pertama bisa dilakukan diversi dengan syarat kasus narkotika
tersebut kategori nya adalah penyalahgunaan dan merupakan dakwaan
tunggal yang mana ancaman hukumannya sekitar 4 tahun; versi yang kedua
yakni kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena Narkotika dan
tidak bisa dilakukan diversi yakni dengan kategori pengedar atau yang
ancaman pidananya lebih dari 7 tahun.®’

Sebelum dilakukan proses peradilan, Kepolisian Resort Purworejo
melakukan beberapa tahapan dalam menangani kasus anak yang

berhadapan dengan hukum.

3 Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo.
% Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo
37 Wawancara dengan Ibu Widi Astuti, SH , di Kejaksaan Negeri Purworejo
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Tahapan yang pertama, Polres Purworejo menerima kasus anak yang
berhadapan dengan hukum tersebut kemudian menjadi tugas dan wewenang
Unit Empat, yakni unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
Selanjutnya penyidik PPA akan memeriksa kasus tersebut, apakah tindak
pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berusia dibawah 18 tahun atau
diatas 18 tahun; apakah tindak pidana tersebut ancaman pidananya tidak
lebih dari 7 tahun atau lebih dari 7 tahun; apakah anak pelaku tindak pidana
tersebut merupakan residivis atau bukan.*®

Di Polres Purworejo ini seringnya diversi dilakukan terhadap anak
yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP
serta tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP, karena
rata-rata dari kasus tersebut ancaman pidananya ringan dan kerugian yang
timbul tidak terlalu besar sehingga dari pihak korban masih bisa diajak
untuk bernegosiasi, kecuali akibat dari perbuatan tersebut dampaknya cukup
fatal.*°

Setelah itu, sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai anak wajib mendapat
pendampingan ketika berhadapan dengan hukum, untuk itu penyidik PPA
meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut guna kepentingan

untuk memberikan informasi. Selanjutnya penyidik PPA akan memeriksa

3 Wawancara dengan Iptu Dyah Ida Ayu Nursanti,SH. Di Kepolisian Resort Purworejo
39 Wawancara dengan Iptu Dyah Ida Ayu Nursanti, SH. Di Kepolisian Resort Purworejo
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laporan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut guna
menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan dengan proses
penyidikan atau berhenti di proses penyelidikan saja.*°

Setelah muncul sebagai laporan polisi, kemudian dilakukan tahap
penyidikan, yakni tahap dimana ditemukannya unsur-unsur dari tindak
pidana tersebut. Setelah ditemukan unsur-unsur yang menunjukkan bahwa
Tindakan tersebut merupakan tindak pidana, maka penyidik akan membuat
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kemudian akan keluar
SPRINDIK yakni surat perintah penyidikan. Kemudian SPDP tersebut
disampaikan ke kejaksaan. Setelah itu penyidik akan membuat berita acara
pemeriksaan (BAP) dari korban, saksi, dan tersangka.*

Tersangka anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak
dilakukan penahanan apabila telah mendapat jaminan dari orang tuanya,
sesuai dengan Pasal 32 UU Nmor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.#2

Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian
dengan berbagai cara, salah satu nya dengan melakukan home visit yang
pada intinya kegiaatan tersebut bertujuan agar anak yang berhadapan
dengan hukum tersebut tidak mendapat hukuman yang berat. Dalam
penelitiannya tersebut, pembimbing kemasyarakatan memfokuskan

penelitian pada kondisi psikologis, ekonomis, serta sosiologis keluarga dan

40 Wawancara dengan Iptu Dyah Ida Ayu Nursanti, SH. Di Kepolisian Resort Purworejo
41 Wawancara dengan Iptu Dyah Ayu Nursanti, SH. Di Kepolisian Resort Purworejo
42 Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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kondisi masyarakat sekitar. Setelah itu hasil dari observasi dan penelitian
tersebut diserahkan kepada penyidik PPA.

Kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan
diupayakan diversi, yakni dengan melakukan musyawarah diversi kedua
belah pihak didampingi oleh penyidik PPA, Pembimbing kemasyarakatan,
terkadang penyidik juga menghadirkan tokoh masyarakat juga.

Ketika musyawarah diversi tersebut berhasil, maka akan diterbitkan
surat oleh penyidik PPA yang akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri
Purworejo. Kemudian Pengadilan Negeri Purworejo akan mengeluarkan
Surat Ketetapan Diversi yang kemudain dikirimkan ke Penyidik. Kemudian
Penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa telah berhasil
dilakukan Diversi dalam tingkat penyidikan, untuk itu surat tersebut
dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo, lalu penuntut umum akan
membuat nota pendapat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri
Purworejo agar register perkara tersebut ditutup.*®

Selanjutnya anak terlapor tesrebut dikembalikan ke orang tuanya
untuk dibina dan dibimbing apabila orang tuanya mampu untuk
membimbingnya, apabila orang tua tidak mampu maka dapat dibina oleh
tokoh masyarakat sekitar.

Dan apabila musyawarah diversi tersebut belum berhasil, maka

kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Purworejo.*

4 Wawancara dengan Iptu Diyah ayu Nursanti, SH , di Polres Purworejo
4 \Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo
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Berkas perkara dari penyidik apabila sudah lengkap kemudian akan
dilimpahkan ke kejaksaan, tepatnya berkas tersebut akan masuk ke bagian
Pidum, setelah itu staff Pidum akan menerima berkas perkara tersebut,
yakni proses p21 yaitu berkas telah dinyatakan lengkap, sehingga kasus
tersebut telah sampai di kejaksaan untuk kemudian dipelajari oleh penuntut
umum.*

Setelah dilakukannya Tahap 2 atau tahap pelimpahan perkara dari
penyidik ke kejaksaan, maka Penuntut Umum akan kembali menghadirkan
tersangka anak yang berhadapan dengan hukum untuk kemudian diperiksa
kembali sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh
penyidik PPA guna memastikan kembali bahwa keterangan yang diberikan
oleh korban, saksi, dan tersangka adalah benar.®

Kemudian dilakukan kembali musyawarah diversi oleh penuntut
umum di kejaksaan dengan menghadirkan korban, tersangka, saksi,
keluarga korban, keluarga tersangka, pembimbing kemasyarakatan, dan
tohoh masyarakat seperti Ketua RT.*’

Disini penuntut umum beserta para pihak melakukan musyarawarah,
penuntut umum menawarkan beberapa alternatif penyelesaian masalah
tersebut dan juga menjelaskan mengenai tujuan diversi ini yakni dengan
menjelaskan prinsip restorative justice, yaitu mengedepankan pada

pemulihan keadaan bukan pembalasan®®.

4 Wawancara dengan Ibu Arti, staff Pidum, di Kejaksaan Negeri Purworejo

46 Wawancara dengan Bapak Masruri Abul Aziz, Jaksa, di Kejaksaan Negeri Purworejo
47 Wawancara dengan Bapak Masruri Abdul Aziz, Jaksa, di Kejaksaan Negeri Purworejo
48 Wawancara dengan Ibu Widi Astuti, SH, di Kejaksaan Negeri Purworejo
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Penuntut umum memberikan pertimbangan-pertimbangan berupa
dampak yang muncul apabila kasus tersebut tetap berjalan di jalur hukum,
salah satunya mengenai dampak psikologisnya, dengan pertimbangan usia
yang masih muda, kemudian mengenai efektivitas waktu produktif akan
terbuang apabila harus menjalani hukuman, kemudian masa depan anak
tersebut akan menjadi korban, dan juga dari faktor lingkungan anak tersebut
akan menerima stigma negatif.

Apabila diversi tersebut berhasil, maka penuntut umum akan
membuat berita acara (BA) kesepakatan diversi, kemudian membuat
permohonan kesepakatan diversi yang akan dikirimkan ke Pengadilan
Negeri Purworejo, kemudian Pengadilan Negeri Purworejo mengeluarkan
Surat Ketetapan Diversi, dan penuntut umum membuat nota pendapat yang
disampaikan kepada Kepala Kejaksaan agar register perkara tersebut
ditutup.

Selanjutnya anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua nya
untuk dibimbing dan dibina, boleh juga dibantu oleh tokoh masyarakat dan
pembimbing kemasyarakatan untuk membantu membimbing dan
mengawasi anak tersebut.

Apabila diversi belum berhasil dilakukan, maka perkara akan
dilanjutkan pada tingkat Pengadilan.

Di Pengadilan, Hakim wajib mengupayakan diversi terhadap kasus

anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kasus tersebut memenubhi
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syarat diversi, yakni dilakukan oleh anak berusia tidak lebih dari 18 tahun,
ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, bukan merupakan residivis*.

Penuntut umum menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan
kasus tersebut disertai dengan pembembing kemasyarakatan dan penyidik.
Kemudian Hakim akan melakukan musyawarah diversi. Disini penuntut
umum hanya sebagai fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi ini.

Apabila musyawarah diversi ini berhasil, maka Hakim akan
membuat Surat Ketetapan Diversi yang isinya berupa kesepakatan para
pihak bahwa Pihak terdakwa meminta maaf kepada korban dan pihak
korban telah memaafkan; pihak terdakwa berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan tersebut lagi; pihak terdakwa bersedia membayar ganti rugi;dan
kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling dendam dan menyatakan
permasalahan selesai. Kemudian kejaksaan akan menutup register perkara
tersebut dan persidangan tidak dilanjutkan®°.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kasusnya berhasil
dilakukan diversi, wajib lapor selama masa yang ditentukan oleh penegak
hukum tersebut.

Penerapan kebijakan diversi ini mampu menumbuhkan rasa
bertanggung jawab dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh anak
tersebut. Penerapan diversi efektif untuk memberikan hukuman atau efek

jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa harus

49 Wawancara dengan Bapak Dayat, SH.,MH. Di Pengadilan Negeri Purworejo
%0 Data dari Pengadilan Negeri Purworejo
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mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan
hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan studi secara
normal.Keefektivan lainnya yakni dapat mengurangi stigma negatif dari
masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hukuman yang diterapkan pada kebijakan diversi berupa pelayanan
kemasyarakatan mampu membuat anak yang pernah berhadapan dengan
hukum enggan untuk melakukan tindak pidana lagi atau dalam kata lain
enggan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dikarenakan hukuman
berupa pelayanan masyarakat itu harus dilakukan langsung oleh anak yang
berhadapan dengan hukum tersebut tanpa bisa digantikan dengan
pembayaran denda, atau anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mau
tidak mau harus tetap melaksanakan hukuman tersebut dan mengganti

kerugian kepada pihak korban.

. Analisis Praktik Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Pengadilan Negeri Purworejo
1. Contoh Diversi Berhasil

Pelaksanaan diversi pada kasus ini dengan tersangka bernama ASR

yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Purworejo. Berikut ini

merupakan ringkasan kronologis kasus anak yang berhadapan dengan

hukum yang bernama ASR :
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Telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor honda Supra
Fit Nopol AA 2656 MC, Nomor mesin HB31E1564789 dengan Nomor
Rangka MH1HB31136K568370, warna biru, disertai dengan STNK
motor tersebut atas nama ESTY WIDYASTUTI alamat Senepo,
Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan
oleh ASR, 16 Tahun, Laki-laki, Pelajar, beralamat di Senepo, Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan pada hari Minggu
tanggal 8 Oktober 2020 siang hari pukul 13.00 WIB. Pada saat itu ASR
sedang berjalan dari dari arah jalan raya Kutoarjo-Purworejo menuju ke
Gang Senepo Barat, kemudian ketika melewati lokasi kejadian, yakni
rumah Esty (pemilik Motor), ASR melihat sebuah motor parkir di tepi
jalan yang mana rumah tidak berpagar dalam kondisi kunci motor
tergeletak di meja teras rumah tersebut. Kemudian terlintas di pikiran
ASR untuk meminjam motor tersebut dan berjani akan menge,balikn
sore harinya, ternyata STNK motor tersebut ditempatkan di gantungan
kunci motor tersebut.

Kemudian ASR membawa motor dan justru menawarkannya pada
temannya. la mengaku bahwa motor tersebut miliknya, kemudian ia
berniat menjual sepeda motor tersebut. Setelah bernegosiasi, akhirnya

ia menerima DP Rp 500.000 dari penjualan motor tersebut, namun
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motor tersebut masih berada ditangannya, baru akan diberikan kepada
pembeli setelah pembeli melunasi pembayaran sisanya Rp 3.500.000.

Selanjutnya, mengetahui sepeda motor miliknya hilang ia kemudian
melapor pada Polsek Kutoarjo dengan Nomor Laporan
LP/B/12/X/2020/Jateng/Res.PWR/Sek.KTA tanggal 8 Oktober 2020.

Kemudian turun surat perintah penyidikan dengan Nomor
SP.Sidik/07/X/2020/Reskrim tanggal 9 Oktober 2020.

Penyidik memanggil terlapor dan para pihak lainnya untuk dimintai
keterangan. Setelah mendengar keterangan dari semua pihak, kemudian
penyidik memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk
melakukan penelitian atau observasi terhadap terlapor yang kemudian
hasil dari penelitian tersebut akan digunakan oleh penyidik apakah kaus
tersebut pantas untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Atas saran dari pembimbing kemasyarakatan, maka penyidik
melakukan musyawarah diversi dengan menghadirkan ASR, keluarga
ASR, Pelapor, keluarga pelapor, pembimbing kemasyarakatan, Bapas
Kutoarjo, Tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Diversi berhasil dan menghasilkan kesepakatan sebagai
berikut :

a. Pihak terlapor meminta maaf kepada pihak pelapor, dan pihak

pelapor menerima permintaan maaf dari pihak terlapor,

b. Pihak terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

kepada korban maupun kepada pihak lainnya,
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c. Pihak  terlapor  sanggup  melaksanakan  pelayanan
kemasyarakatan di Balai Desa Semawung, Senepo, Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo selama 1 jam x 30 hari kehadiran,

d. Kedua belah pihak tidak akan saling dendam dan menyatakan

permasalahan selesai secara kekeluargaan.

Kemudian penyidik membuat surat permohonan penetapan
diversi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo
dengan Nomor B/89/RES 1.11/X1/2020 tertanggal 6 November
2020.

Pengadilan Negeri Purworejo mengeluarkan Penetapan dengan
Nomor 1/Pen.Div/2020/PN Pwr tertanggal 11 November 2020, yang
menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;

2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan

Diversi;

3. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas
barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
honda Supra Fit No.Pol AA 2656 MC, Nosin
HB31E1564789 dan MH1HB31136K568370 warna biru
putih dan 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 2656 MC a.n.

ESTY WIDYASTUTI alamat Senepo, Kutoarjo, Purworejo,
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serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda,
dikembalikan kepada pelapor dalam hal Kesepakatan
Diversi telah dilaksanakan;

5. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan
ini  kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan,

Anak/Orang Tua dan saksi-saksi.

Selanjutnya penyidik memberitahukan kepada penuntut umum
bahwa kasus tersebut telah berhasil dilakukan diversi pada tingkat
penyidikan. Kemudian penuntut umum membuat nota pendapat
yang akan disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk

kemudian register perkara tersebut ditutup.

2. Contoh Diversi Belum berhasil

Pelaksanaan Diversi pada kasus ini dengan para tersangka bernama
TP, laki-laki, umur 15 tahun; DF, laki-laki, umur 15 Tahun; dan UN,
laki-laki, umur 15 tahun, dengan ringkasan kronologis sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2020 pada pukul di dalam kelas
SMP Muhammadiyah Butuh ikut Desa Tamansari Kecamatan Butuh,
Kabupaten Purworejo telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap
anak bernama Cahya Anugraheni yang dilakukan oleh TP, DF, dan UN
dengan cara melakukan kekerasan dan merekam perbuatan tersebut
dalam video handphone.

Dengan barang bukti sebagai berikut :
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a. Sebuah handphone merk vivo warna merah,

b. Dua buah sapu lantai warna hijau bergagang kayu,

c. Sepasang sepatu warna coklat merk kickers beserta kaoskaki,
d. Tiga buah celana Panjang seragam sekolah warna biru,

e. Sepasang sepatu warna merah putih merk convers all star,

f. Tiga buah baju seragam osis warna putih,

g. Sepasang sendal warna hitam merk ardiles.

Dalam kasus ini ketiga tersangka telah melakukan perbuatan
perundungan yang dilakukan terhadap korban bernama Cahya
Anugraheni. Peristiwa tersebut dilakukakn didalam kelas dengan latar
belakang para tersangka meminta uang kepada korban, setelah itu
korban melaporkan perbuatan ketiga pelaku tersebut kepada gurunya,
kemudian gurunya menegur ketiga tersangka tersebut. Ketiga tersangka
tersebut merasa tidak terima karena korban melapor kepada gurunya
sehingga guru tersebut menegur ketiga tersangka. Ketiga tersangka
merasa jengkel dan emosi terhadap korban, sehingga ketiganya
melakukan kekerasan terhadap korban berupa memukul dan menendang
korban.

Musyawarah Kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh penyidik
belum berhasil, pihak pelapor meminta untuk melanjutkan kasus
tersebut ke proses huku, sehingga oleh penyidik kasus ini dilimpahkan

ke kejaksaan.
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Ketika di kejaksaan, penuntut umum melakukan musyawarah
diversi kembali dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan.
Dalam musyawarah diversi ini tersangka dan keluarganya telah
meminta maaf pada korban dan keluarganya, dan korban dan
keluarganya menerima permintaan maaf dari para tersangka dan
keluarganya, akan tetapi pihak korban dan keluarganya meminta untuk
kasus ini dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku. Artinya
diversi oleh penuntut umum belum berhasil, sehingga penuntut umum
melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Purworejo.

Di Pengadilan Negeri Purworejo, penuntut umum menghadirkan
kembali pihak-pihak yang bersangkutan untuk dilakukan musyawarah
diversi oleh hakim. Disini penuntut umum sebagai fasilitator.
Musyawarah diversi tersebut tidak mencapai kesepakatan, pihak korban
dan keluarganya meminta untuk melanjutkan kasus ini dengan proses
hukum yang berlaku. Sehingga kesepakatan diversi tidak mencapai
kesepakatan. Artinya diversi tidak berhasil dilakukan dalam kasus ini.

Untuk itu, kasus ini dilanjutkan dengan proses persidangan yang
mana penuntut umum menuntut : Pidana terhadap anak masing-masing
anak dengan pidana pelayanan masyarakat di Kantor Desa Tamansari,
Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, selama 120 jam dengan

perincian 2 jam per hari.
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Selanjutnya Hakim memutuskan dengan Nomor Putusan
No0.10/pid.sus-Anak/2020/PN Pwr tertanggal 24 Juni 2020, dengan
amar putusan sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana terhadap Anak TP, DF, dan UN masing-masing
Anak pidana pelayanan masyarakat di Kantor Desa Tamansari,
Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo selama 120 jam dengan

perincian 2 jam per hari, dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.

D. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Melalui Penerapan Kebijakan Diversi

Menurut Soerjono Soekanto, inti penegakan hukum yaitu terletak
pada kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
dalam hidup.>*

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, dalam proses penegakan
hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi
faktor-faktor tersebut, diantaranya yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak

hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.*

51 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, him. 5.
*2]bid., him. 8.
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Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas saling berhubungan dan

berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga

merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.>?

1. Faktor hukumnya sendiri

Berlakunya suatu undang-undang terdapat suatu asas yang
bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak
positif yaitu mencapai tujuannya.>*

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak ternyata ada peraturan lainnya juga,
yakni PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi. Sejauh ini
dalam pelaksanaan kebijakan diversi baik dari tingkat
penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan mengutamakan
penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, karena isi
PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi sudah mengacu pada
peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan diversi tersebut telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan diversi
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang SPPA tersebut.

53 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2007, him. 9

54 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Raja Grafindo Persada; Jakarta,

2007, him. 17
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2. Faktor Penegak Hukumnya
Di tingkat penyidikan, unit PPA (Perlindungan Perempuan dan
Anak) memiliki 7 (tujuh) orang personil, sehingga sudah
memadai dalam menangani perkara anak tersebut.
Di tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum bagi anak dan
dewasa sama saja yang menangani, sehingga ketika melakukan
pemeriksaan bisa dilakukan secara Bersama-sama antara kasus
anak dan kasus orang dewasa.
Di tingkat Pengadilan hanya ada satu Hakim Anak yang
menangani perkara tersebut. Dengan banyaknya perkara anak
yang masuk di Kejaksaan, seringkali ketika akan dilimpahkan ke
Pengadilan berkas perkara tersebut ditolak, dalam artian jadwa
siding bagi perkara anak penuh, sehingga harus didaftarkan lagi
lain hari menunggu jadwal yang tersedia.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Fasilitas ruang pemeriksaan perkara anak yang berhadapan
dengan hukum di tingkat penuntutan tidak dilakukan di ruangan
khusus anak, akan tetapi di ruangan umum dilakukan
pemeriksaan, sehingga ketika ada pemeriksaan beberapa kasus
secara bersamaan dalam satu waktu, pemeriksaan anak
dilakukan di hadapan tersangka dari kasus lain dan didepan

penegak hukum lainnya, sehingga membuat anak merasa takut
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dan malu ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
penuntut umum.

4. Faktor masyarakat
Penegakan hukum dari faktor masyarakat bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka
dari itu dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi
penegakan hukum.>>
Masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan diversi pada tahap
penyidikan Polres Purworejo karena faktor masyarakat adalah
sebagai berikut : Anak kurang jujur pada saat dimintai
keterangan dalam pemeriksaan, atau menjawab dengan
ketakutan sehingga keterangan yang diberikan kurang jelas;
Pihak tersangka tidak bisa memenuhi permintaan korban.
Apabila pihak korban meminta suatu persyaratan yang berat
dilakukan oleh tersangka sehingga sulit mencapai kesepakatan.
Hal ini merupakan suatu penghambat untuk melakukan
kesepakatan diversi; Orang tua pihak korban kurang menerima
kesepakatan tersebut. Pihak korban biasanya masih
menginginkan agar tersangka diadili dengan perbuatan yang
setimpal atau proses hukum tetap berjalan.

5. Faktor Kebudayaan

55 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, him. 45
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Kebudayaan merupakan suatu sistem hukum yang pada
dasarnya mencakup semua nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang
dianggap buruk.>®

Dalam musyawarah kesepakatan diversi sering kali belum
berhasil akibat dari pihak korban dan keluarga meminta ganti
rugi yang mana pihak tersangka dan keluarganya tidak mau
untuk memenuhi permintaan ganti rugi tersebut dengan alas an
terlalu tinggi permintaannya, padahal permintaan ganti rugi
tersebut menurut pihak korban dan keluarganya sesuai dengan
budaya yang ada di daerah tersebut. Seperti contoh korban
adalah dari keluarga terpandang, sehingga ganti rugi yang

diminta disesuaikan dengan kelas dalam keluarganya.

% Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Raja Grafindo Persada

Jakarta, 2007, him. 60
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sbelumnya, maka

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan kebijakan diversi sebagai penyelesaian kasus anak
yang berhadadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri
Purworejo diupayakan pada setiap tingkat proses hukum, mulai dari
tingkat penyidikan, penuntutan, hingga tingkat pengadilan.

Pada tingkat penyidikan upaya diversi dilakukan dengan dimulainya
penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan, musyawarah diversi,
pemberitahuan hasil diversi ke penuntut umum untuk selanjutnya
dilakukan prosedur sesuai hasil kesepakatan diversi yang berhasil atau
belum berhasil.

Pada tingkat penuntut umum, setelah menerima pelimpahan berkas
perkara dan tersangka dari penyidik, penuntut umum mulai mempelajari
kasusnya, kemudian akan melakukan pemeriksaan, selanjutnya
mengupayakan diversi dengan cara melakukan musyawarah
kesepakatan diversi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan hasil
musyawarah diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri, apakah berhasil
atau belum berhasil, untuk selanjutnya agar Hakim dapat memproses

sesuai dengan hasil musyawarah diversi.
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Pada tingkat Pengadilan, ketika perkara telah dilimpahkan oleh penuntut
umum ke Pengadilan Negeri, maka menjadi wewenang hakim untuk
mengupayakan diversi, penuntut umum hanya sebagai fasilitator unutuk
memanggil para pihak agar menghadiri musyawarah diversi yang
dipimpin oleh Hakim. Kemudian apabila musyawarah diversi berhasil,
maka register perkara akan ditutup dan siding dihentikan. Apabila
diversi belum berhasil maka proses persidangan akan dilanjutkan.
Pelaksanaan kebijakan diversi sesuai dengan yang tertera dalam
peraturan perundang-undangan.

. Efektivitas penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum terkait dengan efek jera yang ditimbulkan mampu
membuat anak merasakan efek jera akibat dari hukuman yang diberikan
kepada anak tersebut. Secara mental, penerapan kebijakan diversi ini
mampu menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan menyesali
perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut.

Penerapan kebijakan diversi tersebut efektif untuk memberikan
hukuman atau efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
tanpa harus mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan
bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa
melaksanakan studi secara normal.

Keefektivan lainnya yakni dapat mengurangi stigma negatif dari

masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
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Hukuman yang diterapkan pada kebijakan diversi berupa pelayanan
kemasyarakatan mampu membuat anak yang pernah berhadapan dengan
hukum enggan untuk melakukan tindak pidana lagi atau dalam kata lain
enggan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dikarenakan
hukuman berupa pelayanan masyarakat itu harus dilakukan langsung
olen anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tanpa bisa
digantikan dengan pembayaran denda, atau anak yang berhadapan
dengan hukum tersebut mau tidak mau harus tetap melaksanakan
hukuman tersebut dan mengganti kerugian kepada pihak korban.

Bagi residivis, kebijakan diversi ini tidak dapat diterapkan, karena
setelah adanya penetapan dari hakim, maka syarat wajib diupayakan

diversi ini sudah tidak ada.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Kebijakan Diversi Terhadap
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Purworejo, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak terkait
berdasarkan permasalahan yang terjadi yakni berkaitan dengan proses
pemeriksaan dikaitkan dengan sarana dan fasilitas yang ada. Rendahnya
tingkat keberhasilan diversi ini tak lepas dari peran pihak korban yang tidak
diberikan ruangan khusus untuk melakukan musyawarah secara
kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luas, hal tersebut berpengaruh

terhadap keputusan yang diberikan oleh pihak korban. Sehingga sebaiknya
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Ketika melakukan pemeriksaan disertai dengan pelaksanaan musyawarah
diversi sebaiknya para pihak diberikan ruangan khusus untuk dapat

melakukan koordinasi secara intern.
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Website

https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7790/4701,

diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 13.30 WIB.

www.polres.purworejo.co.id

diakses pada 25 November 2020, pukul 23.23 WIB

www.kejaksaan.purworejo.co.id

diakses pada 5 Desember 2020, pada pukul 16.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
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Wawancara

Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo
Wawancara dengan Iptu Diyah Ayu Nursanti, SH , di Polres Purworejo

Wawancara dengan Ibu Widi Astuti, SH , di Kejaksaan Negeri Purworejo
Wawancara dengan Ibu Arti, staff Pidana umum, di Kejaksaan Negeri Purworejo
Wawancara dengan Bapak Masruri Abul Aziz, Jaksa, di Kejaksaan Negeri
Purworejo

Wawancara dengan Bapak Dayat, SH.,MH. Di Pengadilan Negeri Purworejo
Wawancara dengan Ibu Purwaningsih, SH, di Kejaksaan Negeri Purworejo

Wawancara dengan Bapak Abdul Hanggarjito, SH, Di Kejaksaan Negeri Purworejo

Data
Data dari Kejaksaan Negeri Purworejo.

Data dari Pengadilan Negeri Purworejo
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LAMPIRAN

A. Lampiran 1. Wawancara
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. Lampiran 2. Dokumentasi
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Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo pada

tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB.

*Ruang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo.
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*wawancara dengan Jaksa-Jaksa dan staff Kejaksaan Negeri Purworejo

pada tanggal 10 November 2020 pada Pukul 13.00 WIB
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*wawancara dengan Jaksa-Jaksa dan staff Kejaksaan Negeri Purworejo,
bertempat di ruangan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo, pada

tanggal 10 November 2020 pukul 14.00 WIB.

C. Lampiran 3. Izin Penelitian

88



89



: Ayudya Shandra Melati

: 16410449

: JI. Rejowinangun RT. 28 RW. 09 Kotagede Yogyakarta
£ 085643952220
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D. Lampiran 4. Keterangan Lain
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POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO

SEKTOR KUTOARJO . 20
Jalan P. Diponegoro 183, Kutoarjo 54212 Kutoarjo, 30 Nopember 20
PRO JUSTITIA
Nomor : B/07.b/RES.1.11/X1/2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal  : pemberitahuan penghentian Kepada
penyidikan
Vth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWOREJO
di
Purworejo
1. Dasar
at (2) UU No.8 tahun

a. Pasél 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) hurufi, dan Pasal 109 ay

1981 tentang Hukum Acara Pidana; g
hun 2002 tentang Kepolisian Negara Re!

b. Undang Undang RI Nomor 2 Ta publik

Indonesia; 3 .

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

gal 08 Oktober

d. Laporan Polisi Nomor : LPIBI12/X/2020IJalenglRes.PwrlSek.Kta tang

2020;
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/X/2020/Reskrim, tanggal 09 Oktober
2020;
B/07/ RES.1.11/X/2020, tanggal

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :

09 Oktober 2020;
f. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/07.a/VI/2020/Reskrim, tanggal
27 Nopember 2020;
n Nomor : SP. Tapl07.e/X|120201Reskrim.

g. Surat Ketetapan Penghentian Penyidika
tanggal 27 Nopember 2020.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal
27 Nopember 2020 penyidikan terhadap tindak pidana Penggelapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September
2020 kurang lebih pukul 22.00 WIB di rumah saudara EKO SUHARJONO  lkut
Kel.Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejoyang dilakukan oleh ANAK ALE
SABILA ROSYID bin EKO SUHARJONO, telah dihentikan penyidikannya oleh karena :

a. tidak cukup bukti, atau;

b. peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau;

c. dihentikan demi hukum, atau;

d. tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

S
il
R
) KEHMA
Tembusan : 'ﬂ.&& KETIB. S H.
1. Kapolres Purworejo, AJUN KOWSABIS PO S| NRP 72030274
Or l-\&!\"-’f y

2. Kasat Reskrim.

3. Pelapor.
4. Keluarga Tersangka.
4. Re e = —
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